
: I. Undang-undang Nomor 20 rabun 2003 tentang Sistem
PendidIkan NasionaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43011;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2005 tentang
Stander NasionaJ PendIdikan (Lembaran Negara Republik
tndonesta Tabun 2005 Nomor 41, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagalmana telah

: a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pend irian
madrasah;

b. babwa sehubungan dengan bilangnya Surat Keputusan
Pemberian lzin Pendl.rian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Penggantl;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum daJam Lampiran
Keputusan ini t:elah rnemenuhl persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian
Madrasah;

d. bahwa berdasarkan per;imbangan sebagairnana dimaksud
daJam huruf "a', huruf "b", dan huruI 'c!, pertu
rnenetapkan Keputusan KepaJa Kantor Wilayah
Kementerlan Agama Provinsi Kalimantan SeJatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganu Izin
Pendirian/OperasionaJ Madrasah Ibtidalyah Miftahul Ulum
Kabupaten Sanjer;
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: Rekomendasi dati Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupat:en Banjar Nomor: 8 1358/Kk17.03-4/PP.OO/I0/2016
Tanggal 17 Oktober 2016;

Memperhatikan

diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tabun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor
5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 t:entang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
PengeloJaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) seoagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilcan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tabun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah, .Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah ...Menengah
Atas/Madrasah Aliyab;

6. Peraturan Mented Pendidlkan Nasional Nomor 15 Tabun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidil<an di
Kabupaten/Kota sebagalmana t:elah diuhab menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tabun 2013 tentang Perubaban atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tabun 2010 tentang
Standar PeJayanan Minimal Pendidikan di Kabupaterr/Kota;

7. Peraturan Menteri ~ Nomor 90 Tabun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasab (Bents Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan DirektUr JenderaJ Pendidikan islam Nomor
588S Tabun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
lzin Pendirian MadraSab, Penerbltan Surat Keputusan
Pengganti lzin Pendlriao Madrasah xarena Hilang, dan
Penerbitan Swat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendlrian Madrasah;



a.n, Menten Agama
Kantor WUayah,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Oktober 2016

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dieabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melak:ukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan inimuIai berlaku pada tanggal dltetapkan.

KEDUA

: Memberikan Swact Keputusan Pengganti l2in
Pendirian/Operasional Madrasab yang Hilang kepacla
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU

: KEPOTU8Al1 KEPALA KAlITOR WILAYAH KEMERTERIAl'l
AGAMA TElITAlIG PENBRBITAl'l SURAT KEPtlTtJ8AJIi'
PBJIi'OOAl'lTI JZIJIi' PEl'lDIRIAlfjOPBRASlOllAL MADRASAB
IBTIDAlYAH MlFTAHtlL ULUlI( KABUPATElI BAJli'JAR.

Menetapkan

1IIlt.MUTU8KAJ1:



Ditetapkan di Banjarmasio
pada tanggal 28 Oktober 2016

1 Nama Madrasah Madrasah Ibtidaiyab MlftahuJ Ulum

2 Nomor Statistik Madrasah 111263030079

3 AJamat Madrasah Jl. Pengaron Sei Pinang RT02
DesajKelurahan Panyi.uran
Kecamatan Pengaron .:.
Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Miftahui Ulum
Panyiuran

5 Akte Notaris Organisasi Nomor 42 Tahun 2016
Penyelenggara

6 Pengesahan Akte Notaris SK MENKUMHAM RJ Tanggal 20 Juli 2016
Organisasi Penyelenggara -

TENTANG
JDENTITAS MADRASAH YANGDIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENOOANTI

IZIN PENDJRJANMADRASAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WlLAYAH
KEMENTERlAN AGAMA PROVlNSI
KALiMANTAN SELATAN
NOMOR lCJ'2..lZ..rAHUN2016
TENTANO PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENGGANI'l IZIN
PENDlRIANjOPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAfYAH MlFTAHUL ULUM
KABUPATENBANJAR
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